BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN
DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN UNTUK PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan
perikanan khususnya di bidang penangkapan ikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, perlu ditetapkan pedoman penyusunan
rencana pengelolaan perikanan di bidang penangkapan
ikan untuk perairan darat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang

Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3647);
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN
IKAN UNTUK PERAIRAN DARAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu
sistem bisnis perikanan.

2. Sumber Daya lkan adalah potensi semua jenis ikan.

3.lkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.

4. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses
yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis,
perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi
sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum
dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan,
yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan wuntuk mencapai kelangsungan produktivitas
sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah
disepakati.

5. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi
darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai
perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi
darat dari garis penutup mulut sungai.

6. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat
RPP adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi
perikanan dan rencana @ strategis, yang merupakan
kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai
arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber

daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat.
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7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

8. Kawasan Strategis Nasional adalah adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara dan pertahanan.

9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap.

13. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan merupakan
lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di
bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri.

14. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di provinsi

atau kabupaten/kota.
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Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan RPP di bidang penangkapan ikan
untuk Perairan Darat disusun dengan tujuan memberikan
acuan dalam penyusunan RPP di bidang penangkapan
ikan untuk perairan darat dalam mencapai manfaat yang
optimal, berkelanjutan, dan menjamin kelestarian sumber
daya ikan.

(2) RPP di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat,
disusun dengan pendekatan:
a. jenis ikan; dan/atau

b. ekosistem sumber daya ikan.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:
a. pemanfaatan sumber daya ikan;
b. tata cara penyusunan RPP; dan

c. evaluasi dan reviu.

BAB II
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 4

(1) Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan di
Perairan Darat yang tidak sedang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum, serta dapat
diusahakan di wilayah Republik Indonesia, meliputi
sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.

(2) Pemanfaatan sumber daya ikan di Perairan Darat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan
penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan.

(3) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya
air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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